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Pandemi COVID-19:
Pengaruh dan Penangannya



KESEHATAN

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan & Perekonomian Indonesia
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BIAYA PENANGANAN COVID-19 ( Rp695,26T sesuai Perpres 72/2020)

Untuk menanganikesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, dan Pemda
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Sinergi Pengawasan terhadap
Program Penanganan Covid-19 dan Program PEN



Pengawasan pada Tiap Tahapan Program

Siklus Keuangan Negara

g Perencanaan

~ PERENCANAAN & PENGANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN

TUJUAN |/~7' I

0 Pelaksanaan Pertanggungjawaban TUJUAN 1;% /
' Memastikan target pergeserananggaran Memastikan pertanggungjawaban I

didukung dg bukti yg memadai & dilaporka
secara benar

él]l]l]l] KEGIATAN PENGAWASAN
) Reviu data dukung, pencatatan, dan pelaporan

n \ |
|
PELAKSANAAN PROGRAM '
Laporan

Memastikan penyaluran 4T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah,
Tepat Waktu, Tepat Kualitas)

@ KEGIATAN PENGAWASAN

Consulting/Pendampingan  Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan

\

Renst terpenuhi
| KEGIATAN PENGAWASAN
X y Laporan Reviu refocusing anggaran
( N\ [ ) Keuangan Bangs
Rencana Rencana
Kerja 7 -1 KerjaK/L
Pemerintah
(RKP) . . TUJUAN
\ y ;l; Sp) Kinerja
RKA K/L
N J/

KEGIATAN PENGAWASAN

* Monevrealisasi

* Audit kriteria dan database penerima
* Audit penyaluran/kinerja program

Renstra dan Renja K/L/D selaras dan Pengawasan Lainnya

Prioritas Nasional

Reviu RKA K/L/D
Alokasi sesuai prioritas

3E dan Ketaatan
Investigasi Kasus Fraud

Reviu Laporan Keuangan
Kesesuaian dengan standar

Koordinasi dengan APIP K/L/D, BPKP, BPK dan
APH

¥ Inspektorat Jenderal toward



Strategi Pengawasan atas Program Penanganan Covid-19

KEP 29/2020 Pedoman Pengawasan atas Revisi Anggaran dan . Risiko dan Pengendalian terkait Belanja Penanganan Covid-19
Penggunaan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya 999.08 :

- Pelaporan - A RISIKO

— Persiapan Pelaksanaan
DATA PENERIMA PROSES PENYALURAN
Kelengkapan Penelaahan dokumen r o .
dokumen _ . S E « data fiktif dan data kurang * Duplikasi/tidak tercantumnya
Kesesuaian substansi materi revisi il Revi update penerima bantuan
Koordinasi anggaran ' « Aplikasi belum « Keterlambatan Penyaluran
Pembahasan online mengakomodasi kebutuhan * Risiko fraud dalam
: penyaluran penyaluran
KEP 30/2020 Pedoman PBJ Penanganan Covid-19 : |+ Kebijakan teknis masih " Ketidaksiapan pihak ketiga
: disusun dalam memberikan jasa
Perencanaan Strategll Pengawasan _
0 : ntern :
Pemilihan Penyedia e : | PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEKTASI
Pelaksanaan Kontrak secara maksimal : |« Dokumen dan Bukti pendukung MASYARAKAT
P mmmemmmommooooooooooooe . >  Komunikasi hasil : kurang memadai Realita di lapangan
i Pengawasan Pada Setiap | . « Salah pencatatan dan penyajian berbeda jauh dengan
. ; pengawasan melalui - ,
. Tahapan Pengadaan Barang vid : | » Opini LKBUN/LKPP tidak WTP harapan masyarakat
i danJasa (Probity Audit) ! surel/video :
e EE L Lt | dokumentasi :
- : PENGENDALIAN
PMK 204/2015 Pengawasan Belanja BUN : ﬂl_
. Updating database dan * Monitoring penyaluran melalui
Pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA BUN dan : penyesuaian aplikasi OMSPAN
Koordinasi dg APIP K/L/D : «  Verifikasi berjenjang dari « Pembukaan layanan informasi
: pemda/pihak yang berwenang & pengaduan

spektorat Jenderal toward LACM 4



Strategi Pengawasan atas Program PEN (PMK Nomor 75/PMK.09/2020)

RUANG LINGKUP
PENGAWASAN o

1. Koordinasi dan Sinergi
Pengawasan dalam:

" Penyertaan Modal Negara |
: Perencanaan,

* Pedoman Pengawasan
Intern, mulai dari
Perencanaan s.d.

Pelaporan dan 2. Penjaminan Kualitas oleh

= Penempatan Dana i |
i Pemantauan Tindak Lanjut | ltjenKemenkeu/
i i Pengawasan atas

Pelaksanaan, Pelaporan
" |nvestasi Pemerintah

N

= Penjagaan Kualitas pelaksanaan program

" Penjaminan; dan/atau i
= Kebijakan PEN melalui |

belanja negara sesuai | PEN
ketentuan Perundang- | — = —p 02
undangan i
: Koordinasi
Fokus Risiko
* Perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai * Pertanggungjawaban tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang
kebutuhan memadai
= Realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat sasaran, tepat " Menurunnya kepuasan masyarakat, serta menurunnya reputasi
jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas pemerintah

ektorat Jenderal toward LACM 4



Framework Umum Pengawasan atas Program Penanganan Dampak Covid-19
dan Program PEN

Penganggaran dan

Program PEN

* dan’hasil pengawasan

=—» Pengawasan

Pengawasan atas
mandat Menkeu

- Pemeriksaan

penyimpangan

Memastikan seluruh
transkasi telah
dicatat, dilaporkan,
dan dipertanggung-
jawabkan

=———

—

L OJK, LPS PMK 64/2020

<+-=9» Komunikasi/koordinasi

pembiayaan
N

Komunikasi dan | |/ | (———————— —
| Koordinasi | | Belanja : | Tui |

I kesehatan ujuan
| = Forum AAIPI | | : | = Memastikan :

Belanja social
| = Masukan RCM : PP 60//2008 : safejty ﬁetl | : program berjalan |
= MoU I PP 45/2013 | | efektif serta |
: » Komunikasi/ | i APIP K/L/D : Belanja sektoral : | memberikan. . |
koordinasi lainnya | ! . PP 23/2020 I | | dampak positif |
I : PP 23/2020 | 1 I TKDD : | Mengawal program |
| _J : + : | : tepat sasaran, tepat |
—————— 1 o .

----- Itjen 1R Dukungan | jumlah, tepat |
Penjagaan kualitas 'I UU 2/2020 | industri I | kualitas dan tepat |
pengawasan PEN ] PP 23/2020 | | | waktu serta tidak |
Penyampaian rencana PMK 38/2020 I : | terjadi |
| | | |
| | | I
| |
| |
| |
{ |

_________ )
________________________ BPK-RI UU 15/2004
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(POLRI, KEJAGUNG, dan KPK) )

Sinergi Pengawasan Dengan APIP K/L/D, BPKP, BPK dan APH

Pendekatan pengawasan adalah pencegahan dan penindakan dengan mengedepankan pencegahan

SINERGI dg APH

Program
Penanganan

COVID-19 dan
Pemulihan

Koordinasi pencegahan dan
deteksi penyimpangan -
mengedepankan peran APIP
(MOU)

Ekonomi
Nasional

" L

k Aparat Penegak Hukum /

k APIPK/L/D

-
,],.,_I

/

Memperhatikan risiko reputasi
pemerintah (menghindari
kegaduhan).

Sinergi indikasi
fraud/penyimpangan:

* APIP melakukan investigasi SINERGI dg BPK

terlebih dahulu sebelum
ditindaklanjuti oleh APH

» Pendampaingan pengumpulan data dan

» Komunikasi informasi oleh APH pelaksanaan pemeriksaan

ke APIP atas indikasi fraud Penyediaan data/informasi hasil

=]
x
=

Komunikasi Strategi dan Rencana Akti
Tindak Lanjut rekomendasi BPK atas
perbaikan Program

— — — — — — — —

I
I
I
| >
| pengawasan Program
| >
I
I
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Koordinasi Perencanaan,
pelaksanaan dan pelaproran hasil
pengawasan

Penyusunan pedoman
Pengembangan RCM

Reviu RKA R/L - refocusing
anggaran dan pelaksanaan UU
2/2020

Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan
dan Pengawasan Lainnya atas
Program Penanganan COVID-19 dan
PEN

Pertukaran data/informasi hasil
pengawasan

Koordinasi Perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan hasil
pengawasan Program Penanganan
COVID-19 dan PEN

Kompilasi Hasil Pengawasan APIP
secara nasional
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